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ABSTRAK

Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi Pemilu Serentak tahun 2019 sangat penting
untuk menjaga integritas dan keadilan proses demokrasi di wilayah tersebut. Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu, mulai dari
netralitas aparatur sipil negara (ASN), penanganan pelanggaran pemilu, pemantauan kampanye,
pemantauan penggunaan media massa, hingga penyelesaian sengketa pemilu. Dalam menjalankan
tugasnya, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan instansi terkait seperti KPU dan
kepolisian. Mereka melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN agar tidak ada penyalahgunaan
fasilitas negara dalam kepentingan politik. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga
menangani pelanggaran pemilu yang dilaporkan, melakukan penyelidikan, dan memberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pemantauan kampanye menjadi perhatian penting
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, dimana mereka memastikan kampanye dilakukan sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan, termasuk pembatasan waktu, tempat, dan sumber dana kampanye.
Pemantauan terhadap penggunaan media massa juga dilakukan untuk memastikan tidak ada konten
yang melanggar aturan pemilu atau bersifat negatif. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Mereka menangani sengketa yang diajukan
oleh peserta pemilu terkait dengan hasil pemilu, pelanggaran pemilu, atau keputusan yang dikeluarkan
oleh penyelenggara pemilu. Dengan melaksanakan perannya secara efektif, Bawaslu Kabupaten Muaro
Jambi berupaya menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis. Kolaborasi yang baik
dengan instansi terkait dan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu menjadi faktor
kunci dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten
Muaro Jambi.

Kata kunci: Pemilu; Bawaslu; Peran

ABSTRACT
The role of the Muaro Jambi Regency Bawaslu in overseeing the 2019 Simultaneous Elections is very
important to maintain the integrity and fairness of the democratic process in the region. The Muaro
Jambi Regency Bawaslu is responsible for supervising the election stages, starting from the neutrality
of the state civil apparatus (ASN), handling election violations, monitoring campaigns, monitoring the
use of mass media, to resolving election disputes. In carrying out its duties, the Muaro Jambi Regency
Bawaslu cooperates with related agencies such as the KPU and the police. They supervise the
neutrality of ASN so that there is no misuse of state facilities in political interests. In addition, the
Muaro Jambi Regency Bawaslu also handles reported election violations, conducts investigations, and
imposes sanctions in accordance with applicable legal provisions. Campaign monitoring is an
important concern for the Muaro Jambi Regency Bawaslu, where they ensure that the campaign is
carried out according to predetermined rules, including limitations on time, place, and sources of
campaign funds. Monitoring of the use of mass media is also carried out to ensure that there is no
content that violates election rules or is negative in nature. In addition, the Muaro Jambi Regency
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Bawaslu has a role in resolving election disputes. They handle disputes submitted by election
participants related to election results, election violations, or decisions issued by election
administrators. By carrying out its role effectively, the Muaro Jambi Regency Bawaslu seeks to create
clean, transparent and democratic elections. Good collaboration with related agencies and
commitment in carrying out election oversight duties are key factors in ensuring the smooth and
successful 2019 Simultaneous Elections in Muaro Jambi Regency.

Keywords: Election, Bawaslu, Role

SNl

PENDAHULUAN

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki latar belakang yang signifikan dalam
mengawasi Pemilu Serentak tahun 2019 di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Bawaslu
memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan keadilan pemilihan umum di wilayah
tersebut. Tugas utama Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi meliputi pengawasan terhadap netralitas
aparatur sipil negara (ASN), penanganan pelanggaran pemilu, pemantauan kampanye,
pengawasan penggunaan media massa, dan penyelesaian sengketa pemilu. Dengan bekerja sama
dengan instansi terkait seperti KPU dan kepolisian, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi bertujuan
untuk memastikan bahwa Pemilu Serentak tahun 2019 berjalan dengan lancar, adil, dan
demokratis (Ariffin, 2019).

Selain itu, latar belakang peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi Pemilu
Serentak tahun 2019 didasari oleh pentingnya menjaga netralitas dan kualitas demokrasi dalam
proses pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki tanggung jawab untuk
mencegah dan menindak pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu, seperti penggunaan
fasilitas negara untuk kepentingan politik tertentu olen ASN. Melalui pengawasan terhadap
kampanye dan penggunaan media massa, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga berupaya
memastikan bahwa calon dan partai politik menjalankan kampanye secara fair dan sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan (Susanti, 2019).

Selain itu, latar belakang peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelesaian
sengketa pemilu juga sangat relevan. Dalam proses demokrasi, terkadang terdapat perbedaan
pendapat dan perselisihan terkait hasil pemilu atau pelanggaran yang terjadi. Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi memiliki peran penting dalam menangani sengketa-sengketa tersebut dengan
objektivitas dan keadilan, sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap proses
demokrasi dan hasil pemilu (Putra & Maranjaya, 2023). Dengan demikian, latar belakang peran
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi Pemilu Serentak tahun 2019 didasari oleh
prinsip-prinsip demokrasi, netralitas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Melalui kinerja yang
baik dan kerjasama yang efektif dengan pihak terkait, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berupaya
menjaga integritas pemilu serta mendorong terwujudnya pemilu yang bersih, transparan, dan
demokratis di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian mengenai peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam
mengawasi Pemilu Serentak tahun 2019, digunakan metode penelitian yang relevan. Salah satu
metode yang dapat digunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif akan memungkinkan
peneliti untuk menggambarkan secara rinci peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam
mengawasi pemilu, baik dari segi pengawasan terhadap netralitas ASN, penanganan pelanggaran
pemilu, pemantauan kampanye, pengawasan penggunaan media massa, hingga penyelesaian
sengketa pemilu. Dalam menggunakan metode deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data
melalui studi literatur, wawancara dengan pihak terkait, dan analisis dokumen terkait pemilu.
Selain itu, metode penelitian lain seperti metode kualitatif juga dapat digunakan untuk
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mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam
konteks pemilu serentak tersebut. Metode ini melibatkan pengumpulan data berupa wawancara
mendalam, observasi langsung, dan analisis konten untuk memahami faktor-faktor yang
memengaruhi peran Bawaslu dalam mengawasi pemilu dan dampaknya terhadap proses
pemilihan umum. Dengan menggunakan metode-metode penelitian yang tepat, akan
memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan akurat tentang
peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi Pemilu Serentak tahun 2019,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN) Selama Pemilu Serentak Tahun 2019

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran yang penting dalam mengawasi
netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pemilu Serentak tahun 2019. Mereka bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa ASN di wilayah tersebut tidak terlibat dalam kegiatan politik
yang dapat mempengaruhi objektivitas dan netralitas proses pemilihan umum. Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemantauan terhadap kegiatan ASN, baik dalam penggunaan
fasilitas negara maupun dalam penyalahgunaan posisi jabatan mereka untuk kepentingan politik
tertentu. Jika terdapat indikasi pelanggaran netralitas oleh ASN, Bawaslu Kabupaten Muaro
Jambi akan melakukan penyelidikan dan mengambil langkah-langkah tindakan yang sesuai,
termasuk memberikan sanksi kepada pelanggar. Dengan adanya pengawasan yang ketat terhadap
netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berperan dalam menjaga integritas dan
keadilan pemilu, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap proses
demokrasi yang berlangsung (Atmoko dkk., 2023; Winarto dkk., 2022).

Selain melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Muaro
Jambi juga melakukan upaya pencegahan dan pendidikan terkait netralitas. Mereka bekerja sama
dengan instansi terkait, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dalam menyampaikan
edukasi kepada ASN mengenai larangan terlibat dalam aktivitas politik selama pemilu. Hal ini
dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pembentukan komitmen bersama untuk memastikan
ASN memahami pentingnya menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur
pemerintahan. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran netralitas oleh ASN selama Pemilu Serentak
tahun 2019. Melalui sistem pelaporan yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat berperan
aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Muaro
Jambi sebagai lembaga pengawas independent (Ismail & Hidayat, 2023).

Dengan melaksanakan peran tersebut, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berupaya untuk
mewujudkan pemilu yang adil, bebas, dan demokratis. Pengawasan terhadap netralitas ASN
merupakan langkah penting dalam menjaga kesetaraan dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu.
Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berperan aktif dalam menjaga integritas dan
kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta mendorong terciptanya pemilihan
umum yang berkualitas dan bertanggung jawab di Kabupaten Muaro Jambi.

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi
netralitas aparatur sipil negara (ASN) selama Pemilu Serentak tahun 2019. Mereka bertugas untuk
memastikan bahwa ASN, sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, menjalankan tugas dan
fungsi mereka secara netral tanpa memberikan dukungan atau keuntungan kepada salah satu calon
atau partai politik. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pengawasan terhadap ASN
dengan berbagai metode. Pertama, mereka melakukan pemantauan terhadap aktivitas politik
ASN, baik secara langsung maupun melalui laporan masyarakat. Mereka memantau partisipasi
ASN dalam kegiatan kampanye, dukungan terhadap calon atau partai politik, serta keterlibatan
dalam kegiatan politik yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan investigasi terhadap dugaan
pelanggaran netralitas ASN. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, mewawancarai saksi, dan
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mengadakan pemeriksaan terhadap ASN yang terlibat dalam pelanggaran. Jika terbukti adanya
pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil tindakan yang sesuai sesuai
dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga
berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada ASN tentang pentingnya menjaga
netralitas selama pemilu. Mereka menyampaikan informasi mengenai aturan dan larangan yang
berlaku bagi ASN selama masa kampanye dan pemilu. Melalui sosialisasi ini, diharapkan ASN
dapat memahami tanggung jawab mereka sebagai pelayan publik yang harus netral dan tidak
terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi proses pemilihan. Dengan peran aktif
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam mengawasi netralitas ASN, diharapkan aparatur sipil
negara dapat berperan secara adil dan objektif dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini akan
memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan menjaga integritas proses pemilu di
Kabupaten Muaro Jambi.

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran yang krusial dalam menyelesaikan
sengketa pemilu yang muncul selama Pemilu Serentak tahun 2019. Sebagai lembaga independen,
mereka bertugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa yang diajukan terkait
pelanggaran pemilu. Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelesaikan sengketa
tersebut didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Pertama, Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi menerima laporan terkait pelanggaran pemilu dari berbagai pihak,
termasuk calon, partai politik, atau masyarakat umum. Mereka melakukan pemeriksaan awal
terhadap laporan-laporan tersebut untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran yang cukup
serius untuk ditindaklanjuti.

Setelah melakukan pemeriksaan awal, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan
penyelidikan lebih lanjut terhadap sengketa yang diajukan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti,
memanggil saksi, dan mengadakan persidangan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam
menyelesaikan sengketa tersebut. Keputusan yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan putusan terkait sengketa pemilu.
Putusan tersebut dapat berupa peringatan, teguran, atau sanksi administratif terhadap pelaku
pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga dapat merekomendasikan kepada
KPU untuk melakukan pembatalan atau perubahan hasil pemilu jika terbukti terdapat pelanggaran
yang cukup serius dan berdampak signifikan.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga berperan dalam melakukan monitoring
dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan yang diberikan. Mereka memastikan bahwa
keputusan yang telah diambil dalam penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan tepat dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai
pihak terkait, termasuk KPU, DKPP, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum. Dengan
peran yang kuat dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
berkontribusi dalam memastikan keberlanjutan proses demokrasi dan menjaga integritas pemilu.
Melalui upaya yang dilakukan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memperkuat kepercayaan
masyarakat terhadap sistem pemilu dan mendorong terciptanya pemilu yang adil, jujur, dan
berkualitas di Kabupaten Muaro Jambi.

Pelanggaran Pemilu Yang Ditangani Oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dan
Bagaimana Upaya Penanganannya

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menangani berbagai jenis pelanggaran pemilu selama
Pemilu Serentak tahun 2019 dengan tujuan untuk menjaga keadilan dan integritas proses
pemilihan umum (Putra & Maranjaya, 2023). Beberapa contoh pelanggaran pemilu yang
ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi antara lain pelanggaran terkait kampanye,
penggunaan dana kampanye, politik uang, dan penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat
mempengaruhi keputusan pemilih. Upaya penanganan pelanggaran pemilu dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melalui beberapa tahapan. Pertama, mereka menerima laporan
dari masyarakat atau pihak terkait mengenai adanya pelanggaran pemilu. Setelah menerima
laporan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran
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tersebut dengan mengumpulkan bukti dan melakukan verifikasi. Proses penyelidikan dilakukan
secara objektif dan independen .

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan pengambilan keputusan
terkait pelanggaran pemilu yang telah terbukti berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan. Mereka
dapat memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti teguran
lisan atau tertulis, pengurangan waktu kampanye, hingga diskualifikasi calon atau partai politik
yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga
bekerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, dalam menindaklanjuti
pelanggaran pemilu yang melibatkan unsur pidana. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
pelanggaran pemilu yang melanggar hukum mendapatkan penanganan yang sesuai dan adil (Putra
& Maranjaya, 2023).

Dengan adanya upaya penanganan yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi berperan penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan proses
demokrasi (Akhmad dkk., 2023; Muhammad Yasin, t.t.). Melalui tindakan yang konsisten dan
transparan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berupaya menciptakan pemilu yang bersih, adil,
dan demokratis serta memberikan efek jera kepada pelanggar sehingga dapat mendorong
penghormatan terhadap aturan pemilu dan integritas demokrasi di Kabupaten Muaro Jambi.
Selain penanganan langsung terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
juga melakukan upaya pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada calon, partai
politik, dan masyarakat umum. Mereka menyampaikan informasi mengenai aturan-aturan pemilu,
larangan-larangan, dan sanksi yang dapat diberikan bagi pelanggar. Melalui pendekatan ini,
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berharap dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu sejak
awal dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dan fair play dalam
proses pemilihan umum.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam pengawasan pemilu melalui mekanisme pengaduan. Masyarakat diberikan akses untuk
melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka temui. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
akan memproses laporan tersebut dengan serius dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan (Ismail & Hidayat, 2023). Dalam penanganan pelanggaran pemilu,
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Mereka
melakukan pemantauan terbuka terhadap proses penanganan pelanggaran, termasuk dalam
pengambilan keputusan dan sanksi yang diberikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap independensi dan integritas Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi sebagai
lembaga pengawas pemilu.

Dengan melibatkan masyarakat, melakukan pencegahan, dan menjaga transparansi dalam
penanganan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berperan penting dalam menciptakan
lingkungan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Upaya penanganan dan pencegahan yang
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki tujuan untuk mengawal proses
pemilihan umum sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap
integritas dan keadilan pemilu di Kabupaten Muaro Jambi (Anwar, 2019).

Proses Pemantauan Kampanye Oleh Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dan Upaya Untuk
Memastikan Kepatuhan Terhadap Aturan Yang Berlaku

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran penting dalam memantau kampanye
selama Pemilu Serentak tahun 2019 dan melakukan upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap
aturan yang berlaku. Proses pemantauan kampanye dilakukan dengan melakukan pengawasan
aktif terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh calon dan partai politik. Mereka memantau
berbagai aktivitas kampanye, seperti pertemuan massa, penyebaran materi kampanye, dan
kegiatan publik terkait kampanye. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi menggunakan berbagai
metode pemantauan, antara lain melalui observasi langsung di lapangan, pengumpulan informasi
dari masyarakat, media massa, dan media sosial. Mereka juga melakukan kerja sama dengan
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aparat kepolisian dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi yang akurat dan terkini
mengenai pelaksanaan kampanye (Winarto dkk., 2022).

Upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kampanye dilakukan dengan tegas
dan adil. Jika terdapat pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan
penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka dapat memberikan sanksi berupa
teguran, pengurangan waktu kampanye, atau bahkan diskualifikasi calon atau partai politik yang
terbukti melanggar aturan kampanye secara serius. Selain penindakan terhadap pelanggaran,
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada calon dan
partai politik mengenai aturan kampanye yang berlaku. Mereka menyampaikan informasi
mengenai larangan-larangan, batasan-batasan, dan tata cara pelaksanaan kampanye yang sesuai
dengan peraturan pemilu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan
pentingnya menjalankan kampanye dengan mematuhi aturan yang ada.

Dengan adanya pemantauan kampanye yang aktif dan penegakan aturan yang konsisten,
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berperan dalam menciptakan lingkungan kampanye yang adil,
transparan, dan demokratis. Proses pemantauan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kampanye dilaksanakan
dengan prinsip-prinsip yang berintegritas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan upaya untuk memastikan kepatuhan
terhadap aturan kampanye dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon, partai politik,
dan masyarakat umum. Mereka mengadakan pertemuan, pelatihan, atau bimbingan teknis untuk
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan kampanye dan tata cara
pelaksanaannya.

Selama proses pemantauan kampanye, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama
dengan penyelenggara pemilu lainnya, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan DKPP
(Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), serta instansi terkait, seperti kepolisian dan
kejaksaan, untuk saling berkoordinasi dan bertukar informasi terkait pelanggaran kampanye yang
terdeteksi. Kolaborasi ini memungkinkan adanya tindakan yang lebih efektif dan komprehensif
dalam menangani pelanggaran serta menjaga konsistensi penegakan aturan kampanye. Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki mekanisme pengaduan yang terbuka bagi masyarakat.
Masyarakat dapat melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang mereka saksikan atau
temui. Laporan yang diterima akan diperiksa, diteliti, dan diperiksa kebenarannya oleh Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi. Jika terbukti adanya pelanggaran, tindakan penegakan hukum yang
sesuai akan diambil (Ramdani, 2023).

Melalui upaya pemantauan kampanye yang berkesinambungan, penegakan aturan yang
konsisten, dan edukasi yang aktif, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berupaya untuk menciptakan
iklim kampanye yang sehat, teratur, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dengan demikian,
mereka berkontribusi dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu serta
mendorong partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam proses demokrasi di Kabupaten Muaro
Jambi.

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Media
Massa Dalam Pemilu, Termasuk Konten Yang Disiarkan Atau Dipublikasikan

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap
penggunaan media massa dalam pemilu, termasuk pengawasan terhadap konten yang disiarkan
atau dipublikasikan. Mereka melakukan pemantauan terhadap media massa, baik cetak maupun
elektronik, untuk memastikan bahwa konten yang disampaikan oleh media massa tidak melanggar
aturan pemilu, seperti aturan kampanye dan larangan penyebaran berita bohong atau hoaks.
Pengawasan dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pengawasan langsung terhadap konten
media massa, monitoring media sosial, serta menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan
pelanggaran dalam konten yang disiarkan atau dipublikasikan oleh media massa. Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi bekerja sama dengan KPU dan DKPP serta instansi terkait lainnya untuk
memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif terkait konten yang disiarkan oleh media
massa.
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Apabila terdapat dugaan pelanggaran dalam konten yang disiarkan atau dipublikasikan
olen media massa, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi akan melakukan analisis dan evaluasi
terhadap konten tersebut. Jika konten terbukti melanggar aturan pemilu, Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi dapat memberikan sanksi kepada media massa yang melanggar, seperti teguran,
pembatasan atau penghentian sementara, atau bahkan pencabutan izin bagi media massa yang
terbukti melakukan pelanggaran serius. Selain melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi juga melakukan upaya pencegahan dan edukasi kepada media massa tentang aturan
pemilu yang berlaku. Mereka mengadakan pertemuan, sosialisasi, atau pelatihan bagi para
praktisi media untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai tanggung jawab dan kewajiban
dalam melaporkan dan menyebarkan informasi selama pemilu (Abiyasa, 2019).

Dengan melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan media massa dalam
pemilu, termasuk konten yang disiarkan atau dipublikasikan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
berperan dalam menjaga kualitas informasi, meminimalisir penyebaran berita bohong, dan
memastikan bahwa media massa bertindak secara profesional dan sesuai dengan prinsip
demokrasi. Dengan demikian, mereka berkontribusi dalam menciptakan lingkungan informasi
yang jujur, adil, dan berkualitas selama proses pemilihan umum di Kabupaten Muaro Jambi.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga menjalin kerjasama dengan asosiasi
media massa dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan media
massa dalam pemilu (Haboddin, 2016). Mereka melakukan koordinasi dengan Dewan Pers dan
asosiasi media massa setempat untuk memastikan bahwa peliputan pemilu dilakukan dengan
obyektif dan mematuhi etika jurnalistik. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga melakukan
pemantauan terhadap iklan politik yang ditayangkan melalui media massa. Mereka memastikan
bahwa iklan politik yang disiarkan memenuhi persyaratan aturan yang berlaku, seperti
mencantumkan identitas pemesan iklan dan durasi iklan yang diatur. Jika terdapat pelanggaran
dalam iklan politik, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi akan mengambil tindakan penindakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pengawasan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga memberikan arahan dan
pedoman kepada media massa tentang pelaporan pemilu yang objektif, berimbang, dan
berintegritas. Mereka mendorong media massa untuk menyediakan ruang yang setara bagi semua
calon dan partai politik dalam liputan dan penayangan berita. Melalui pendekatan ini, Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi berupaya untuk menciptakan ruang media yang adil, proporsional, dan
netral dalam penyampaian informasi terkait pemilu kepada masyarakat. Dengan pengawasan
yang efektif terhadap penggunaan media massa dan upaya pencegahan yang dilakukan, Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi berperan dalam menjaga integritas dan keberlanjutan proses demokrasi
selama pemilu. Pengawasan yang ketat terhadap konten media massa dan iklan politik
memberikan jaminan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah akurat,
obyektif, dan tidak memihak. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen untuk menjaga
kebebasan pers dan kualitas informasi dalam rangka menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan
berintegritas di Kabupaten Muaro Jambi.

Peran Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilu Yang
Muncul Selama Pemilu Serentak Tahun 2019

Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa
pemilu yang muncul selama Pemilu Serentak tahun 2019. Mereka bertindak sebagai lembaga
penyelesaian sengketa pemilu tingkat kabupaten yang independen dan netral. Peran utama
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa
yang diajukan oleh peserta pemilu terkait pelanggaran pemilu yang terjadi. Proses penyelesaian
sengketa dimulai dengan penerimaan pengaduan atau laporan sengketa oleh Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi. Setelah menerima pengaduan, mereka melakukan verifikasi dan pemeriksaan
terhadap bukti-bukti yang ada. Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga dapat melakukan
penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian
sengketa (Harahap dkk., 2021).
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Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi melakukan mediasi antara pihak-pihak
yang terlibat dalam sengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan damai. Jika mediasi tidak
berhasil, mereka kemudian memutuskan sengketa dengan memberikan keputusan yang
berkekuatan hukum. Keputusan tersebut dapat berupa sanksi terhadap pelanggar atau pemulihan
hak-hak yang dirugikan. Selama proses penyelesaian sengketa, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan independensi. Mereka melakukan sidang-sidang
terbuka untuk memastikan proses penyelesaian sengketa dapat diikuti oleh pihak terkait dan
masyarakat umum. Keputusan yang dihasilkan juga disampaikan secara terbuka dan transparan
agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan peran yang aktif dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu Kabupaten
Muaro Jambi berkontribusi dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi.
Penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan berkeadilan menjadi landasan untuk memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu (Randa, 2013). Bawaslu Kabupaten Muaro
Jambi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap sengketa pemilu ditangani dengan
profesionalisme dan berdasarkan hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Selain itu,
Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga berperan dalam melakukan monitoring dan pengawasan
terhadap pelaksanaan putusan yang diberikan. Mereka memastikan bahwa keputusan yang telah
diambil dalam penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan dengan tepat dan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait,
termasuk KPU, DKPP, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi juga berperan dalam memberikan
rekomendasi dan masukan kepada penyelenggara pemilu terkait perbaikan sistem dan prosedur
pemilu. Pengalaman dalam menyelesaikan sengketa pemilu memberikan wawasan berharga bagi
penyelenggara pemilu dalam meningkatkan kualitas dan integritas pelaksanaan pemilu di masa
yang akan datang. Selama Pemilu Serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi telah
menunjukkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Melalui upaya
mereka, sengketa-sengketa pemilu dapat ditangani dengan cepat dan adil, menjaga keberlanjutan
proses demokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Bawaslu
Kabupaten Muaro Jambi terus berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan
independen guna memastikan pemilu yang berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Muaro
Jambi.

KESIMPULAN

Dalam Pemilu Serentak tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi memainkan peran
penting dalam mengawasi, menyelesaikan sengketa, dan menjaga integritas proses pemilu.
Mereka melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, menangani pelanggaran pemilu,
memantau kampanye, mengawasi penggunaan media massa, dan menyelesaikan sengketa pemilu.
Melalui upaya mereka, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi berhasil menjaga kualitas dan
keberlanjutan proses demokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
pemilu.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu terus
meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, DKPP,
aparat penegak hukum, dan media massa. Kerjasama yang solid akan memperkuat pengawasan
dan penyelesaian sengketa pemilu, serta memperkuat integritas proses pemilu secara keseluruhan.
Penguatan kapasitas: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu terus melakukan penguatan
kapasitas anggotanya dalam hal pemahaman aturan pemilu, metode pengawasan yang efektif,
teknologi informasi, dan penyelesaian sengketa. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan perlu
dilakukan untuk memastikan anggota Bawaslu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan dalam menjalankan tugas mereka.

Peningkatan partisipasi masyarakat: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi perlu menggalang
partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat dapat berperan sebagai
pengawas pemilu sukarelawan, melaporkan pelanggaran pemilu, atau memberikan masukan
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terkait pelaksanaan pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara luas, pengawasan pemilu dapat
menjadi lebih efektif dan transparan. Edukasi dan sosialisasi: Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi
perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu
yang bersih, adil, dan berintegritas. Sosialisasi aturan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta
pentingnya melaporkan pelanggaran pemilu dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.
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